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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai makhluk yang berkehidupan sosial, manusia tidak dapat 

hidup sendiri karena selalu membutuhkan antara sesamanya. Dalam 

kehidupannya, manusia senantiasa akan selalu mempunyai 

kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Disamping itu 

juga, manusia selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling 

berinteraksi antar sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul 

ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu 

keluarga.1 

Membentuk keluarga dilakukan melalui suatu proses yang disebut 

sebagai perkawinan. Pengertian perkawinan, dalam ketentuan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan2 (selanjutnya 

disingkat UU Perkawinan) yang berbunyi : 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

 

 

                                                             
1 Sayuti Thalib, 2009, Hukum Keluarga Indonesia, Cet. V, Jakarta : Universitas 

Indonesia, hlm. 48. 
2 Pengertian lain perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi 

: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 

atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.” 



 

 

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan di atas mengandung dua 

rumusan, yaitu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Maksud arti dari 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 

Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya harta benda 

perkawinan. Harta benda perkawinan dibagi atas harta bawaan dan 

harta bersama, di mana keduanya mempunyai kedudukan yang 

terpisah satu sama lain. Harta benda perkawinan tersebut kemudian 

dapat diatur dalam suatu perjanjian perkawinan yang dibuat 

berdasarkan kesepakatan pihak suami dan istri pada saat atau sebelum 

perkawinan dilangsungkan.4 

Dilangsungkannya suatu perkawinan dapat menimbulkan akibat 

hukum atas hak dan kewajiban suami maupun istri, status hukum suami 

maupun istri, harta kekayaan keluarga, dan anak yang dilahirkan dalam 

perkawinan. Dilangsungkannya perkawinan juga menimbulkan 

konsekuensi hukum tertentu bagi para pihak yang melangsungkan 

perkawinan, terutama di bidang harta kekayaan. Harta kekayaan yang 

nantinya diperoleh baik itu oleh pihak laki-laki (suami) dan perempuan 

                                                             
3 K. Wantijk Saleh, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. VI , Jakarta : Ghalia 

Indonesia, hlm. 14. 
4 Desak Laksmi Brata, et, all. Kajian Normatif Perjanjian Kawin Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, e-Journal Komunitas Yustisia 

Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 Nomor 2 Tahun 

2018), hlm. 2  



 

 

(istri) suami maupun istri semasa pada suatu hubungan perkawinan 

akan menjadi kepemilikan bersama (harta bersama). Menurut 

ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, seluruh kekayaan 

yang nantinya didapat dalam suatu ikatan perkawinan akan terjadi 

suatu percampuran harta atau harta bersama yang di mana 

percampuran harta tersebut mutlak harus terjadi dan tidak dapat 

ditiadakan oleh para pihak apabila tidak terdapat perjanjian yang 

mengaturnya. Sumber kekayaan dari percampuran harta di dalam 

suatu ikatan perkawinan meliputi seluruh perolehan harta benda 

selama masa perkawinan.5 

Pemberlakuan harta bersama sebagai akibat hukum 

dilangsungkannya suatu perkawinan tidak jarang menimbulkan 

permasalahan. Untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang 

dapat ditimbulkan karena adanya harta bersama, maka Pasal 29 

Undang-Undang Perkawinan telah memberikan suatu jalan keluar yaitu 

melalui suatu Perjanjian Perkawinan. Mengenai Perjanjian Perkawinan, 

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang telah menyebutkan 

bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua 

belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian 

tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana 

                                                             
5 Putu Ikko Suar Dewi, et, all. Pengaturan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat 

setelah Terjadinya Perkawinan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015, Jurnal hukum Bisnis, Fakultas Hukum Udayana, hlm. 3  



 

 

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 

tersangkut.6 

Ketentuan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan 

perkawinan, berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan7, berbunyi : 

“(1)  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2)  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.” 

 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan 

kewajiban masing-masing pihak menyangkut masalah kehidupan 

kekeluargaan yang harus dipenuhi. Untuk menjaga segala 

kemungkinan terburuk8 yang akan terjadi, setiap pasangan yang 

menikah dapat membuat sebuah perjanjian, yang mana di Indonesia 

sering dinamakan dengan “perjanjian perkawinan”9. Dalam bahasa 

Belanda, perjanjian perkawinan disebut sebagai huwelijks 

voorwaarden. Sedangkan dalam bahasa Inggris, perjanjian kawin 

                                                             
6 Ibid, hlm. 3  
7 Suatu perkawinan harus disahkan dan dicatat oleh suatu lembaga yang 

berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama 

Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat yang beragama Kristen atau pejabat 

yang ditunjuk oleh instasi yang berwenang bagi masyarakat yang beragama lain, 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lihat : Ibid., hlm 15. 
8Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami dan calon istri bisa memilih 

untuk membuat perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban mereka sehubungan 

dengan harta kekayaan masing-masing sepanjang perkawinan berlangsung, ataupun 
bila perkawinan mereka berhenti akibat perceraian atau kematian salah satu pihak. 

Lihat : Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 17. 
9Isi dari perjanjian perkawinan tidak hanya berupa pemisahan antara harta 

suami dan harta istri. Isi dari perjanjian juga bisa berupa hal-hal yang berkaitan 

dengan bagaimana membangun keluarga harmonis dan sejahtera, hak-hak dan 

kewajiban masing-masing pihak (suami dan istri) dan lain-lain. Lihat : A. Dahlan & 

Firdaus Albar, “Perjanjian Pra Nikah, Solusi bagi Wanita”, Jurnal Yin Yang, Vol. 3, No. 

1, Jan-Jun 2008, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 140.  



 

 

disebut sebagai prenuptial agreement10. Selanjutnya, menurut Soetojo 

Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang 

dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya 

perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang 

menyangkut harta kekayaan.11 

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai 

apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dan juga tidak 

memberikan batasan-batasan mengenai apa yang dapat diperjanjikan 

dalam suatu perjanjian perkawinan. Dalam Undang-Undang 

Perkawinan, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan hanya diatur 

dalam satu pasal saja yaitu Pasal 29, yang berbunyi sebagai berikut: 

“ (1)  Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua 

pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian 

tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, 

setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 

sepanjang pihak ketiga tersangkut. 

(2)  Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar 

batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. 

(3)  Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

(4)  Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak 

dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada 

                                                             
10Seperti diterjemahkan secara bebas di atas, pengertian prenuptial agreement 

menurut Grace A Luppino dan Justine Fitzgerald Miller yaitu : “A prenuptial agreement 

is a contract entered into between two parties who intend to  marry. Occasionally, this 

document addresses how the responsibilities and property rights will be handled during 

the marriage. Frequently, the prenuptial agreement focuses on the disposition of the 

parties’ estates in the event of divorce or death.” (Perjanjian pranikah adalah kontrak 

yang dilakukan antara dua pihak yang berniat menikah. terkadang, perjanjian ini 
membahas bagaimana tanggung jawab dan hak kebendaan akan ditangani selama 

pernikahan. Seringkali, perjanjian pranikah berfokus pada disposisi kebendaan para 

pihak jika terjadi perceraian atau kematian). Lihat : Grace A Luppino dan Justine 

Fitzgerald, dikutip dalam : Mochammad Djai’s, 2009, Hukum Harta Kekayaan Dalam 

Perkawinan, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 31. 
11Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008,Hukum Orang dan 

Keluarga (Personen en Familie-Recht), Cet. IV, Surabaya : Airlangga University Press, 

hlm. 74.  



 

 

perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan 

pihak ketiga.” 

 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pula perjanjian 

perkawinan, sebagaimana pada Pasal 47, yang berbunyi :  

“(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua 

calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang 

disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta 

dalam perkawinan.  

(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi 

percampuran harta pribadi dan pemisahan harta 

pencaharian  masing-masing  sepanjang hal itu tidak 

bertentangan dengan hukum  Islam.  

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh 

juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-

masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi 

dan harta bersama atau harta syarikat.” 

 

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dinyatakan pula 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu pada 

Pasal 147, yang berbunyi : 

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat 
dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. 

Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan 

dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya.” 

 

Aspek hukum dalam ketentuan di atas sedikit berbeda dengan 

ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, yang mana mengatur bahwa 

perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada 

saat perkawinan dilangsungkan, sedangkan Pasal 147 KUHPer 

mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus 

dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. 



 

 

Selanjutnya, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan 

hanya menyebutkan perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis. 

Tertulis artinya boleh dalam suatu Akta Notaris atau perjanjian di 

bawah tangan. Pengaturan ini sedikit berbeda dengan yang 

sebelumnya diatur dalam Pasal 147 KUH Perdata yang mewajibkan 

perjanjian perkawinan dibuat dalam suatu Akta Notaris. Pengertian 

Notaris dan Akta Notaris sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 

(1) dan angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, yang masing-masing berbunyi : 

Pasal 1 angka 1 : 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang notaris yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam 

akta otentik.” 

 

Pasal 1 angka 7 : 

“Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di 

hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan 

oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris”. 

 

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan maupun Pasal 147 

KUHPer mengatur ketentuan yang sama mengenai keberlakuan 

perjanjian perkawinan, yaitu mulai berlaku sejak atau pada saat 

perkawinan dilangsungkan. Tidak boleh ada pengaturan lain 

mengenai kapan mulai berlakunya perjanjian perkawinan ini. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/nprt/lt512c624e3afe5/uu-no-2-tahun-2014-perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2004-tentang-jabatan-notaris


 

 

Pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan menurut 

ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, mengalami perluasan atau 

pelonggaran makna pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mana kini, perjanjian perkawinan tak 

lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial 

agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung.12 

 Dari bunyi ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka terdapat norma-

norma hukum baru mengenai perjanjian perkawinan, antara lain  

perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilaksanakan; 

perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh Notaris; dapat berlaku 

efektif terhitung sejak tanggal perjanjian perkawinan; dan perjanjian 

perkawinan pada dasarnya tidak boleh dicabut. Norma-norma hukum 

tersebut perlu dikaji lebih mendalam secara normatif akibat hukumnya 

bagi pembuatan perjanjian perkawinan, sebagaimana sebelumnya 

diatur dalam UU Perkawinan. Selain itu, perlu dikaji pula mengenai 

prosedur, kewenangan, dan peranan baru Notaris dalam pembuatan 

                                                             
12Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal  29 ayat (1), ayat (3) dan 

ayat (4) UUP Nomor 1 Tahun 1974 yang dimohonkan oleh Ike Farida, seorang warga 

negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Mahkamah dalam 
putusannya bernomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 

29 ayat (1), (3), (4) UUP Nomor 1 Tahun 1974terkait perjanjian perkawinan. Mahkamah 

memperluas makna perjanjian perkawinan yang pembuatannya disesuaikan dengan 

kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Lihat : Agus Sahbani (Kontributor 

HukumOnline.com), 2016, “MK Perlonggar Makna Perjanjian Perkawinan”, diakses 

pada laman website : https:// www.hukumonline.com/ berita/ baca/ 

lt5811d246a9498/ mk-perlonggar-makna-perjanjian-perkawinan, diakses pada 

tanggal 25 September 2018, pukul 08.00 WIB. 



 

 

perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015. 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pembuatan perjanjian 

perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015? 

2. Bagaimanakah peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian 

perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 ? 

3. Bagaimanakah implementasi pembuatan perjanjian perkawinan 

oleh Notaris sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015 ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat, antara lain : 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum 

terhadappembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis peranan Notaris dalam 

pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 



 

 

c. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi 

pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris sebelum dan 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi 

manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 

kenotariatan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian 

perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015. 

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi 

masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang 

terlibat antara lain: 

1) Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan 

Sipil, sebagai pedoman dalam berkoordinasi dengan 

Notaris, apabila terdapat pendaftaran perjanjian 

perkawinan saat sedang berlangsungnya perkawinan, 

sebagaimana akibat hukum terbitnya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

2) Bagi Notaris, sebagai pedoman dalam memahami 

peraturan perundang-undangan terkait pengaturan 

hukum dan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan 



 

 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015. 

3) Bagi masyarakat, sebagai pedoman untuk 

mengimplementasikan pembuatan perjanjian 

perkawinan bersama Notaris berdasarkan prosedur 

yang ditentukan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

D. Kerangka Teori  

Dalam membedah permasalahan ini peneliti menggunakan teori-

teori yang digunakan dalam pembahasan, antara lain : 

1. Teori Keadilan 

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan 

yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan 

keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang 

memakan waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-

kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk 

mengaktualisasikannya.13 Orang dapat menggangap keadilan sebagai 

suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas 

keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang 

berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada 

monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. 

                                                             
13 Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung : 

Nuansa dan  Nusamedia, hlm. 239. 



 

 

Atau orang mengganggap keadilan sebagai pandangan individu yang 

menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.14 

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak 

persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak 

persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di 

pandangan manusia merupakan suatu unit atau wadah yang sama. 

Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga 

negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap 

orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan 

prestasi yang telah dilakukanya.15 Teori Keadilan menurut Aristoteles 

membagi keadilan menjadi tiga, yaitu :16 

a.  Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua 

orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua 

orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada 

secara tanpa pandang bulu; 

b.  Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara 

orang yang satu dan yan lain atau antara warganegara yang 

satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif 

menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu 

dengan warga yang lain; dan 

                                                             
14Ibid. 
15 Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cet. VIII, 

Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196. 
16 Aristoteles, 2016, Politik, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cet. I, Yogyakarta 

: Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 123. 



 

 

c.  Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, 

dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di 

dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan 

dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu. 

Hans Kelsen berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial 

yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia 

dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan 

kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini memiliki sifat 

bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-

aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap 

pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukkan tiap 

individu.17 

Teori Keadilan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah 

mengenai akibat hukum dalam pembuatan perjanjian perkawinan 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

2. Teori Kewenangan 

Wewenang adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau 

memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

agar mencapai tujuan tertentu.18 Dalam hukum publik, wewenang 

                                                             
17Hans Kelsen, dikutip dalam : Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, 

dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April 2009, Jakarta : Sekretariat Jenderal 

MKRI,hlm. 135. 
18Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, “Tentang Wewenang”, Makalah, Surabaya : 

Universitas Airlangga,  hlm. 1. 



 

 

berkaitan dengan kekuasaan.19Kekuasaan merupakan inti dari 

penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (de 

staat in beweging) sehingga dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, 

berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, 

Negara harus diberi kekuasaan.20 

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau 

organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-

jabatan (een ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh 

sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu 

berdasarkan konstruksi subyek kewajiban.Kewenangan yang dimiliki 

oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata 

(riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu 

dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara 

atribusi, delegasi, maupun mandat.21 

Teori Kewenangan digunakan untuk menganalisis rumusan 

masalah mengenai peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian 

perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015. 

3. Teori Kepastian Hukum 

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai 

ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan 

                                                             
19Rusadi Kantaprawira, 1998, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Yogyakarta : 

Universitas Islam Indonesia, hlm. 37-38. 
20Miriam Budiardjo, 2003, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia, hlm. 35. 
21Rusadi Kantaprawira, Op. Cit., hlm. 39. 



 

 

manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat 

mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan 

kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan 

ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung 

makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus 

diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.22 

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui 

kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada 

kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus 

diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang 

atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan 

melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang 

dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum 

itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman 

hukumannya.23 

Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah mengenai peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian 

perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015. 

 

 

                                                             
22 Mochtar Kusumaatmadja, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan 

Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung : Alumni, hlm. 3. 
23Ibid., hlm. 5.  



 

 

E.  Kerangka Konseptual 

Dalam membedah permasalahan ini peneliti menggunakan 

konsep-konsep yang digunakan dalam pembahasan, antara lain : 

1) Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat 

Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris,  Pejabat Umum yang berwenang 

untuk membuat akta otentik adalah Notaris.  

2) Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua 

calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan 

dilangsungkan, dan masing- masing berjanji akan mentaati apa 

yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh 

pegawai pencatat nikah.24 Pengaturan mengenai perjanjian 

perkawinan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 29 UUP Nomor 1 

Tahun 1974, yang mana perjanjian perkawinan, pada waktu atau 

sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian 

bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 

Pegawai pencatat perkawinan, serta berlaku sejak perkawinan 

dilangsungkan. Selanjutnya, ketentuan mengenai perjanjian 

perkawinan menurut Pasal 147 KUHPer, menyatakan bahwa atas 

                                                             
24 Abd. Rahman Ghazaly, 2013, Fiqih Munakahat, Bogor : Kencana, hlm. 119.  



 

 

ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan 

akta notaris sebelum perkawinan berlangsung,dan 

mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan. 

3) Harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP Nomor 1 

Tahun 1974 adalah harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya pada Pasal 37 

menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, 

harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih 

jauh daam Penjelasan Pasal 37 disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum 

adat dan hukum-hukum lainnya.Untuk yang beragama Islam, ada 

ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam KHI. Pasal 

97 KHI mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-

masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.  

F.  Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.25 

Maksudnya adalah, penelitian ini merupakan penelitian yang 

                                                             
25 Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur 

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum 

dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun 

berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif. Lihat : 



 

 

menjelaskan dan menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan 

pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

2. Pendekatan Penelitian 

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Pendekatan Perundangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti 

aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.26Pendekatan 

ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan 

hukum, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan akibat hukum, prosedur, dan 

peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, 

dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

                                                                                                                                                                       
Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : 

Bayumedia, hlm. 47. 
26Ibid., hlm. 93. 



 

 

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun 

suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang 

dihadapi.27 

c. Pendekatan Analisis (Analysis Approach) 

Pendekatan analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memahami gagasan atau ide, elemen intrinsik dan mekanisme 

hubungan dari setiap elemen itu sehingga mampu membangun 

adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun 

totalitas bentuk maupun totalitas maknanya.28 Pendekatan ini akan 

menganalisis pengaturan hukum mengenai pembuatan perjanjian 

perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015. 

d. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)  

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat 

perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum 

yang lain, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun 

perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses 

analisis.29 Pendekatan ini, akan membandingkan  pengaturan 

hukum mengenai perjanjian perkawinan menurut antara ketentuan 

UUP Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

                                                             
27Ibid., hlm. 95.  
28 Haris Herdiansyah, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu 

Sosial. Jakarta : Salemba Humanika, hlm. 40. 
29 Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 98. 



 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan 

kepustakaan.30 Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas : 

a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum 

mengikat31, terdiri atas :  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945); 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer); 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris(Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491); 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor3019); 

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015; 

dan peraturan-peraturan operasional lainnya. 

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk 

memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan 

primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh 

                                                             
30 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra 

Aditya Bakti, hlm. 122. 
31 Ibid. 



 

 

para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam 

penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain 

kamus, ensiklopedia, dan sebaginya yang yang ada 

relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar 

diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.32 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh melalui studi 

kepustakaan33, terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum 

primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan 

dilakukan klasifikasi data dan informasi.  

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Teknik analisis bahan penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu 

dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan hukum 

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak 

tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan 

interpretasi bahan hukum. Artinya, bahan hukum disistematisasi, 

dianalisa, serta dinilai baik dari segi substansi maupun relevansi 

                                                             
32 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, hlm.144. 
33Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. 

Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet. V, hlm. 27. 



 

 

substansinya, yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan 

yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.34 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika 

berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang 

bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.35 Dalam 

penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan 

penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi 

dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum 

yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, 

kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan 

hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai 

jawaban atas permasalahan hukum.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Ibid., hlm. 31. 
35 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 8  
36 Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 120. 
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